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Latar Belakang

Setelah Perang Duniall, banyak bangsa yang memproklamasikan kemerdekaannya, khususnya di kawasan
Asiadan Afrika. Kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan itu diperoleh bangsa-bangsa tersebut
setelah berakhirnya Perang Duniall. Pada umumnya bangsa-bangsa yang melakukan penjajahan itu adalah
bangsa-bangsa/negara-negara yang berada di kawasan Eropa Barat.

Bangsa-bangsa yang memproklamasikan kemerdekaannya itu umumnya mendasari pemerintahannya
dengan sistem demokrasi.| Hal ini dapat dipahami sebab demokrasi senantiasa merupakan cita-cita yang
hidup. Penyebab lainnya karena negara-negara penjajah itu di tanah airnya mempraktekkan sistem
pemerintahan demokrasi, dan sebagian tokoh-tokoh dari bangsa terjajah.

Akan tetapi bangsa-bangsa yang baru menyatakan kemerdekaannya itu, dalam banyak hal justru tidak
mempraktekkan pemerintahan demokrasi. Paling tidak dapat dikatakan, terdapat pelanggaran-pelanggaran
terhadap prinsip demokrasi. Adatiga pelanggaran yang sering terjadi yakni:

1. Pembentukan pemerintahan yang tidak berdasarkan pilihan rakyat,

2. Pengadaan anggota lembaga perwakilan tidak melalui pemilihan umum, dan

3. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dengan berbagai cara. Padahal justru hak-hak asasi manusia
merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri.

Bahkan dalam melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusiaitu, banyak pemerintahan
yang melakukannya dengan bertopengkan demokrasi.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut bersumber pada penyebutan sistem demokrasi. Ini juga dapat dilihat dari
pendapat Gilette Hitchner dan Carol Levine:2

"Hampir setiap negara bagai manapun system politiknya, mengklaim bahwa bentuknya adalah demokratis.
Tetapi kadang-kadang kata "demokratis' itu dikwalifisir dengan ekspresi-ekspresi seperti ?basic?, "guided”,
"paternal”, "traditional”, atau "people”, sehingga dalam realitasnya "tyrannical”, dan "authoritarian”.
Praktek-praktek pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusiaitu menjadi perdebatan serta menarik perhatian
PBB. Ini mendorong berlangsungnya konferensi Internasional Commission of Jurist tahun 1965 di Bangkok
yang berhasil merumuskan enam syarat agar suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi3 yaitu :

1. Perlindungan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin
hak-hak individu, harus menentukan pula cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang
dijamin.

2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial tribunal).

3. Pemilihan umum yang bebas.

4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.

5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
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6. Pendidikan kewarganegaraan (civic education).



